BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat
diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah Hak
Milik dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan
(JJLS) di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,
Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada
di dalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana hal ini dikarenakan
dalam proses pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak milik atas tanah
yang tanahnya terdampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
belum sepenuhnya seluruh warga terdampak menerima uang ganti kerugian
tersebut, hal ini kemudian menimbulkan permasalahan sosial di Masyarakat
antara Masyarakat yang sudah menerima ganti kerugian dengan Masyarakat
yang belum menerima kerugian. Masyarakat yang belum menerima ganti
kerugian merasa dirugikan karena belum juga mendapatkan haknya hingga saat

ini.

75



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat
diberikan oleh Penulis untuk dapat dijadikan masukan bagi pelaksanaan
pengadaan tanah kedepannya adalah Kepada Pihak- Pihak Terkait Pengadaan
Tanah sebelum dilaksanakan Pembangunan sebaiknya Pihak Pemerintah
melakukan transparasi setiap prosesnya yaitu dengan melibatkan Masyarakat
untuk ikut serta dalam setiap tahapan tahapan sehingga Masyarakat dapat
mengerti dan mengikuti setiap progres perkembangan Pembangunan tersebut.
Selanjutnya masukan dari Penulis apabila sudah ada Penetapan Operasional
sebaiknya segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan pemberian ganti rugi kepada
pemegang hak atas tanah yang tanahnya terdampak Pembangunan karena
apabila ditunda tunda akan menimbulkan konflik sosial dimasyarakat terkait
perbedaan nilai yang ditetapkan di tahun tersebut dengan tahun tahun

berikutnya.
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